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TENTANG 
 

PENETAPAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2022 

 

BUPATI BANDUNG BARAT,  

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan 
optimalisasi pelayanan kepada wajib Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu 
menetapkan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022; 

b. bahwa penetapan jatuh tempo pembayaran sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4688); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 

2010 Nomor 4); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 22 
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 22); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9 
Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

Barat, Provinsi Jawa Barat : 9/283/2016, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 
2020 Nomor 8 Seri D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 8/235/2020, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 
Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah 

Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 
3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Barat Nomor 1); 

10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E); 

11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 19 Seri B); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Jatuh Tempo Pembayaran terhadap Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 
tanggal 30 September 2022. 

 

 

 



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di Bandung Barat 

pada tanggal 29 Juli 2022 

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

             Ttd. 

  

       HENGKI KURNIAWAN 


